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SIDANG DIBUKA PUKUL 14.09 WIB

KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalammualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk
kita semua. Pemohon Nomor 37/PUU-XVII/2019 dipersilakan untuk
memperkenalkan diri.

PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR
SANTOSO TANDIASA

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalammualaikum wr. wb.
Salam sejahtera. Om Swastiastu. Dari Pemohon Nomor 37/PUU-
XVII/2019 hadir Kuasa Pemohon, Viktor Santoso Tandiasa dan Yohannes
Mahatma Pambudianto, Yang Mulia. Terima kasih.

KETUA: ANWAR USMAN
Ya, Nomor 55/PUU-XVII/20197?

KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 55/PUU-XVII/2019: FADLI
RAMADHANIL

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Assalammualaikum wr.
wb. Pemohon Nomor 55/PUU-XVII/2019, Perkumpulan untuk Pemilu dan
Demokrasi hadir yang mewakili Prinsipal, sebelah kanan saya Ibu Titi
Anggraini. Kemudian, hadir 2 orang Kuasa Hukum, saya Fadli
Ramadhanil dan Ibu Khoirunnisa Agustyati. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 68/PUU-XVII/2019?

KUASA HUKUM PEMOHON 68/PUU-XVII/2019: SYAWALUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Nomor 68/PUU-XVII/2019 yang
hadir Kuasa Hukum, saya Syawaludin bersama Zenitha. Terima kasih.



10.

11.

12,

13.

14.

KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 82/PUU-XVII/2019? Tidak hadir ya, Nomor 82/PUU-
XVII/2019. Nomor 4/PUU-XVIII/2020, silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON 04/PUU-XVIII/2020: IVAN ROBERT
KAIRUPAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum Pemohon dari
Perkara Nomor 04/PUU-XVIII/2020, Ivan Robert Kairupan. Prinsipal
berhalangan. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. DPR, silakan!
DPR:

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang DPR RI hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

KETUA: ANWAR USMAN

Baik, Kuasa Presiden, silakan!
PEMERINTAH: PURWOKO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalammualaikum wr. wb. Selamat
siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari Kementerian Hukum dan
HAM hadir Bapak Jaya sebelah kanan, saya sendiri Purwoko. Kemudian,
dari Kementerian Dalam Negeri, Bu Puti Dwi Jayanti, dan sebelah kiri lagi
Bapak Andi Batara. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pihak Terkait KPU?
PIHAK TERKAIT: HASYIM ASY’'ARI (KPU)

Assalammualaikum wr. wb. Yang Mulia yang kami hormati, KPU

hadir, saya Hasyim Asy‘ari anggota KPU beserta Pak Wima, Deputi
Teknis Kepemiluan. Terima kasih. Assalammualaikum wr. wb.



15.

16.

17.

18.

19.

KETUA: ASWAR USMAN
Bawaslu?
PIHAK TERKAIT: FRITZ EDWARD SIREGAR (BAWASLU)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalammualaikum wr. wb. Selamat
siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bawaslu hadir, Yang Mulia,
saya Fritz Edward Siregar anggota Bawaslu.

KETUA: ASWAR USMAN
DKPP? Tidak hadir, ya? Ada? Oh, ya, silakan!
PIHAK TERKAIT: NYIMAS ERNA (DKPP)

Assalammualaikum wr. wb. Kami mewakili dari DKPP Ibu Nyimas
Erna dan Ibu Helty Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ASWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah pengucapan
putusan. Kita mulai Nomor 37/PUU-XVII/2019.

PUTUSAN
NOMOR 37/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Arjuna Pemantau Pemilu, dalam hal ini diwakili olenh Badrul
Kohir dan Adib Hadi Permana disebut sebagai Pemohon I;
2. Pena Pemantau Pemilu, dalam hal ini diwakili oleh Kunarti dan
Dian Mukti disebut sebagai Pemohon II;
. Mar‘atul Mukminah disebut sebagai Pemohon III;
. M. Faesal Zuhri disebut sebagai Pemohon 1V;
Nurhadi disebut sebagai Pemohon V;
. Sharon Clarins Herman disebut sebagai Pemohon VI;
. Ronaldo Heinrich Herman disebut sebagai Pemohon VII;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing

bertanggal 6 Mei 2019 dan 7 Mei 2019, memberi kuasa kepada

Nouih~ W



Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. dan kawan-kawan baik
sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas
nama pemberi kuasa.
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut
sebagai -------------------- e para
Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden Republik
Indonesia;
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Komisi
Pemilihan Umum;
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Badan
Pengawas Pemilihan Umum;
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
Membaca dan mendengar keterangan Ahli yang dihadirkan oleh
Mahkamah Konstitusi;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA
Dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon
adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma
undang-undang, in casu Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109,
selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka
Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya



[3.4]

[3.5]

yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu
undang-undang, yaitu. A sampai d dianggap dibacakan.
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah
telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU
MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu. A sampai e dianggap
dibacakan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan
Paragraf [3.4], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan penguijian
konstitusionalitasnya dalam Permohonan a guo adalah Pasal 167
ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, yang rumusannya
masing-masing adalah sebagai berikut:

Pasal 167 ayat (3) dianggap dibacakan. Pasal 347 ayat (1)
dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon I mendalilkan sebagai perkumpulan badan
hukum yang bernama Arjuna Pemantau Pemilu (Bukti P-3 dan
Bukti P-24), yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya, yakni
Badrul Kohir yang menjabat sebagai Ketua dan Adib Hadi Pertama
yang menjabat sebagai Sekretaris (Bukti P-4 dan Bukti P-24).
Selain itu, Pemohon I merupakan lembaga Pemantau Pemilu yang
telah terakreditasi berdasarkan Sertifikat Akreditasi yang
dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan
Nomor 091/BAWASLU/IV/2019 (Bukti P-5) yang dalam proses
penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 ikut melakukan
pemantauan terhadap Pemilu Serentak 2019 di wilayah Kabupaten
Pati - Jawa Tengah (Bukti P-6);

Bahwa Pemohon II mendalilkan sebagai perkumpulan badan
hukum yang bernama Pena Pemantau Pemilu (Bukti P-7), yang
dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya, yakni Kunarti yang
menjabat sebagai Ketua dan Dian Mukti yang menjabat sebagai



Sekretaris (Bukti P-8). Sebagai lembaga pemantau Pemilu,
Pemohon II telah terakreditasi berdasarkan Sertifikat Akreditasi
yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan
Nomor 136/Bawaslu/IV/2019 (Bukti P-9). Pada Pemilu serentak
tahun 2019, Pemohon II ikut melakukan pemantauan terhadap
Pemilu serentak tersebut di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah
(Bukti P-10);
Bahwa Pemohon III mendalilkan sebagai warga negara Indonesia
yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Bukti P-11), berprofesi
sebagai Pedagang, namun dalam aktivitas politiknya, Pemohon III
adalah Ketua Perkumpulan Srikandi Pemantau Pemilu (Bukti P-
12). Pemohon III secara aktif ikut memantau jalannya Pemilu
Serentak Tahun 2019 bersama dengan para anggota Perkumpulan
yang diketuai oleh Pemohon III di wilayah Kabupaten Pati — Jawa
Tengah (Bukti P-13);
Bahwa Pemohon IV mendalilkan sebagai warga negara Indonesia
pembayar pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP dan
NPWP (Bukti P-14), berprofesi sebagai Wiraswasta, namun dalam
aktivitas politiknya, Pemohon IV adalah Ketua Perkumpulan Luber
Pemantau Pemilu (Bukti P-15);
Bahwa Pemohon V mendalilkan sebagai warga negara Indonesia
pembayar pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP dan
NPWP (Bukti P-16), berprofesi sebagai wiraswasta;
Bahwa Pemohon VI mendalilkan sebagai warga negara Indonesia
yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Bukti P-17) bekerja
sebagai Staf Legal Corporate Analysis di suatu kantor hukum di
Jakarta;
Bahwa Pemohon VII mendalilkan sebagai warga negara Indonesia
yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Bukti P-20), beraktivitas
sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bukti
P-21). Pemohon VII aktif dalam organisasi mahasiswa yang
bernama Law Students Association for Legal Practice (Bukti P-22).
Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 8
di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para
Pemohon perihal pertentangan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347
ayat (1) UU Pemilu dengan UUD 1945, Mahkamah
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
. Bahwa para Pemohon dalam permohonan a guo dapat dibagi ke
dalam tiga kelompok, yaitu: kelompok pertama (Pemohon I dan
Pemohon II) merupakan perkumpulan atau badan hukum berupa
lembaga Pemantau Pemilu yang telah terakreditasi berdasarkan
Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas
Pemilihan Umum. Kelompok kedua (yaitu Pemohon III dan
Pemohon 1IV), merupakan perseorangan warga negara Indonesia,
yang berprofesi sehari-hari sebagai pedagang dan sebagai



wiraswasta yang dalam aktifitas politiknya Pemohon III
merupakan Ketua Perkumpulan Srikandi Pemantau Pemilu wilayah
Pati-Jawa Tengah, sedangkan Pemohon IV adalah Ketua
Perkumpulan Luber Pemantau Pemilu. Keduanya menerangkan
aktif memantau Pemilu Serentak Tahun 2019. Kelompok ketiga
(yaitu Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII) adalah
perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih
yang dijamin Konstitusi dan kesemuanya menerangkan mengalami
kesulitan dalam memilih akibat banyaknya gambar serta kertas
suara dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Dalam
ketiga kategori tersebut para Pemohon merasakan hak
konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 167
ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu;

. Bahwa perihal kelompok pertama (Pemohon I dan Pemohon II)
menerangkan merupakan perkumpulan/badan hukum berupa
lembaga Pemantau Pemilu yang telah terakreditasi berdasarkan
Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas
Pemilihan Umum. Adalah benar bahwa berdasarkan bukti yang
disampaikan kepada Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II
merupakan pemantau Pemilu yang bersertifikasi. Namun
disebabkan oleh Pemohon I dan Pemohon II menerangkan diri
mereka sebagai perkumpulan pemantau Pemilu (yaitu Arjuna
Pemantau Pemilu dan Pena Pemantau Pemilu), keduanya harus
menerangkan perihal siapa yang sesungguhnya dapat mewakili
organisasi Pemohon I dan Pemohon II dalam menghadapi
masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam
hal ini, Pemohon I tidak menerangkan perihal siapa yang dapat
mewakili organisasinya dalam menghadapi masalah hukum baik di
dalam maupun di luar pengadilan. Setelah ditelusuri dan dibaca
secara teliti dan saksama Akta Pendirian Perkumpulan Arjuna
Pemantau Pemilu, ternyata dalam Pasal 20 angka 1 Akta Nomor
42 bertanggal 11 Maret 2019 dinyatakan bahwa “Badan Pengurus
bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk
kepentingan tujuan Perkumpulan dan berhak mewakili dan
bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan baik di dalam
maupun di luar pengadilan dalam segala hal dan untuk semua
tindakan, asal saja dalam lingkup yang ditentukan oleh maksud
dan tujuan Perkumpulan...”. Sementara itu, perihal siapa saja
yang menjadi Badan Pengurus, Pasal 21 angka 2 Akta Pendirian
menyatakan Badan Pengurus terdiri dari sedikitnya seorang Ketua,
seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara. Bahkan, berdasarkan
ketentuan tersebut, jika diperlukan dapat diangkat lebih dari satu
ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan bidang atau wakil
seksi dengan sebutan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Terkait dengan ketentuan tersebut, Pasal 34 Akta Pendirian,



susunan Badan Pengurus untuk pertama kali terdiri dari Ketua
(Tuan Badrul Khoir), Wakil Ketua (Tuan Adib Hadi Permana),
Sekretaris (Tuan Didik Ulin Nuha), Wakil Sekretaris (Tuan
Maryanto), dan Bendahara (Tuan Eko Sugito). Bilamana tanggung
jawab Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 20 angka
1 dikaitkan dengan Susunan Badan Pengurus untuk pertama
kalinya sebagaimana diatur Pasal 34 Akta Pendirian, maka yang
seharusnya bertindak untuk mewakili Perkumpulan Arjuna
Pemantau Pemilu dalam mengajukan Permohonan a guo adalah
Ketua (Tuan Badrul Khoir), Wakil Ketua (Tuan Adib Hadi
Permana), Sekretaris (Tuan Didik Ulin Nuha), Wakil Sekretaris
(Tuan Maryanto), dan Bendahara (Tuan Eko Sugito). Dengan
penjelasan tersebut, disebabkan Perkumpulan Arjuna Pemantau
Pemilu hanya diwakili oleh Ketua (Tuan Badrul Khoir) dan Wakil
Ketua (Tuan Adib Hadi Permana), Mahkamah berpendapat
keduanya tidak dapat bertindak mewakili Perkumpulan Arjuna
Pemantau Pemilu dalam mengajukan Permohonan & quo,
sehingga Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan Permohonan a guo.

Sementara itu, Pemohon II juga menerangkan mewakili
perkumpulan atau badan hukum berupa lembaga Pemantau
Pemilu yang telah terakreditasi berdasarkan Sertifikat Akreditasi
yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sebagai
suatu perkumpulan, dalam menjelaskan kedudukan hukumnya
Pemohon II sama sekali tidak menerangkan dan mengajukan
bukti perihal siapa yang sesungguhnya dapat atau berhak
mewakili Perkumpulan Pena Pemantau Pemilu baik di dalam
maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah
Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a guo;

. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan
Pemohon VII telah menguraikan secara spesifik bahwa dengan
berlakunya ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1)
UU Pemilu hak konstitusional para Pemohon dirugikan
sebagaimana diuraikan dalam Permohonan a quo, yang meliputi
antara lain, hak konstitusional atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, perlindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang
merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah
sebagaimana diatur dalam Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), dan
Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Menurut Mahkamah, kerugian
dimaksud jelas hubungan kausalitasnya dengan norma undang-



21.

[3.6]

undang yang dimohonkan pengujian [/n casu Pasal 167 ayat (3)
dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu] dan apabila Permohonan a guo
dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan
atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, Pemohon III, Pemohon 1V,
Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII telah secara spesifik
menerangkan kerugian konstitusional yang terjadi atau potensial
terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang diajukan
permohonan. Apalagi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V,
Pemohon VI, dan Pemohon VII menerangkan keterkaitannya
dengan hak pilih yang mereka miliki. Sehingga dengan demikian,
Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan
Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
Pemohon dalam Permohonan a quo;

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
Permohonan a quo, sekalipun Pemohon I dan Pemohon II tidak
memiliki kedudukan hukum akan tetapi Pemohon III, Pemohon 1V,
Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII (selanjutnya disebut
para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. Oleh karena itu,
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan  pokok
permohonan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pokok Permohonan

[3.7]

[3.8]

[3.9]

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma
Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, para
Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai
berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat
dalam bagian Duduk Perkara):

1. Dianggap dibacakan.

2. Dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti
P-1 sampai dengan bukti P-28 (sebagaimana selengkapnya
termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah
menyampaikan  keterangannya yang disampaikan dalam
persidangan pada tanggal 18 November 2019 (sebagaimana
selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan

Presiden dalam persidangan pada tanggal 3 Oktober 2019 yang
dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2020, dan 16 Januari 2020



(sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk
Perkara);

[3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU)
RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyampaikan
keterangannya dalam persidangan pada tanggal 17 Oktober 2019
dan 29 Oktober 2019, (sebagaimana selengkapnya termuat dalam
bagian Duduk Perkara);

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuat semakin terang Permohonan a
quo, Mahkamah telah pula menghadirkan ahli, yaitu (1) Djayadi
Hanan yang telah memberikan keterangan pada tanggal 17
Oktober 2019 dan 29 Oktober 2019, (2) Syamsudin Haris yang
telah memberikan keterangan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan
18 November 2019 dan, (3) Topo Santoso yang telah memberikan
keterangan pada tanggal 18 November 2019, dan (4) Ramlan
Surbakti yang telah memberikan keterangan pada tanggal 13
Januari 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian
Duduk Perkara);

[3.13] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara
saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang
diajukan para Pemohon, serta mendengar dan membaca
keterangan DPR, mendengar dan membaca keterangan Presiden,
membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait KPU RI dan
kesimpulannya, Bawaslu RI, dan DKPP, serta mendengar dan
membaca keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, pokok
permasalahan konstitusional yang dimohonkan oleh para
Pemohon adalah berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu
Serentak (yaitu penyelenggaraan Pemilu untuk memilih
Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI,
anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota)
Tahun 2019 adalah tidak memberikan perlindungan atas diri
pribadi bagi masyarakat, khususnya yang menjadi petugas KPPS,
sehingga tidak sesuai dengan asas kemanusiaan yang
mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi
manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan
penduduk Indonesia secara proporsional, dan pembengkakan
anggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 dapat mengancam agenda
pemerintah khusus terkait dengan peningkatan kesejahteraan
kualitas sumber daya manusia melalui Program Keluarga Harapan
(PKH). Dengan demikian, sebagaimana didalilkan para Pemohon,
penyelenggaraan “Pemilu Serentak” bertentangan dengan
semangat Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28G ayat
(1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil para
Pemohon, penting bagi Mahkamah mengemukakan dasar
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penyelenggaraan Pemilu Serentak sebagaimana termaktub di
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
Dalam Putusan yang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2014
tersebut, Mahkamah mempertimbangkan antara lain:

[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, untuk menentukan

konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau
bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga
Perwakilan, paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan
pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem
pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD
1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum,
serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.
Berdasarkan pertimbangan pokok tersebut, Mahkamah
menyatakan pemisahan pemilihan umum presiden dan wakil
presiden dengan pemilihan umum anggota legislatif
sebagaimana tertuang dalam norma Pasal 3 ayat (5), Pasal
12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Artinya, secara substantif Mahkamah berada dalam posisi
bahwa memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum
presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum
anggota legislatif adalah bertentangan dengan UUD 1945.
Karena dengan pertimbangan pokok tersebut, Mahkamah
berpendirian bahwa pemilihan umum presiden dan wakil
presiden dengan pemilihan umum anggota legislatif yang
konstitusional adalah yang dilaksanakan secara serentak;

[3.15] Menimbang bahwa setelah melihat bentangan empirik dalam
penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, dengan
alasan mewujudkan pemilihan umum yang berkeadilan dan
berkemanusiaan sebagai bentuk perwujudan “/iving
constitutior’, para Pemohon berupaya untuk menjemput
dan menghidupkan kembali semangat norma Pasal 3 ayat
(5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan
Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang telah
dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. Dengan upaya
menjemput dan menghidupkan kembali norma a guo, para
Pemohon menghendaki agar Mahkamah menyatakan bahwa
pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan
pemilihan umum anggota legislatif yang diselenggarakan
serentak adalah bertentangan dengan UUD 1945 atau
inkonstitusional;
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[3.16] Menimbang bahwa berkenaan dengan kehendak para

[3.18]

Pemohon tersebut, praktik pengujian konstitusionalitas
undang-undang vyang terjadi selama ini, perubahan
pendirian Mahkamah dapat dimungkinkan. Berkenaan
dengan kemungkinan untuk mengubah pendirian dari
putusan sebelumnya  tersebut, misalnya, dalam
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
24/PUU-XVII/2019, sebagaimana halnya juga digunakan
oleh para Pemohon untuk  menguatkan  dalil
permohonannya, Mahkamah menyatakan:

Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam
pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan
pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar.
Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi.
Bahkan, misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam
tradisi common law, yang sangat ketat menerapkan asas
precedent atau stare decisis atau res judicata, pun telah
menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya
Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi
sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya
dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi (h/im. 63).
Sementara itu, berkenaan dengan permohonan a quo,
Mahkamah berpandangan, menyandarkan basis argumentasi
untuk mengubah pendirian Mahkamah kepada bentangan
empirik yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan
Umum Serentak Tahun 2019 masih jauh dari cukup dan
tidaklah sesederhana itu. Bagi Mahkamah, berbagai catatan
sekitar penyelenggaraan pemilihan umum serentak harus
mendapat perhatian khusus. Namun semua itu tidak cukup
untuk mengubah pendirian Mahkamah karena
bagaimanapun pertimbangan untuk memperkuat sistem
pemerintahan  presidensial, sebagai bentuk sistem
pemerintahan yang disepakati para pengubah UUD 1945,
lebih mendasar dalam menilai konstitusionalitas pemilihan
umum presiden dan wakil presiden diselenggarakan
serentak dengan pemilihan umum anggota legislatif.
Penyelenggaraan pemilihan umum presiden/wakil presiden
dan pemilihan umum anggota legislatif (concurrent
election), secara teori maupun praktik, diyakini mampu
memberikan kontribusi atas penguatan sistem pemerintahan
presidensial, terutama di negara-negara yang menganut
sistem kepartaian majemuk.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum
tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para

Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

12



22,

KETUA: ANWAR USMAN

[4.1]
[4.2]

[4.3]

[4.4]

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo;

Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan a guo;

Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan
Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a guo;

Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut
hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia T
ahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua
merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih,
Suhartoyo, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P.
Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Februari,
tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu,
tanggal dua puluh enam bulan Februari, tahun dua ribu dua
puluh, selesai diucapkan pukul 14.39 WIB, oleh delapan Hakim
Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota,
Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat,
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Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-
masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon,
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang
mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 55/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1.1]

[1.2]

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi
(Perludem)

berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 Agustus 2019, memberi
kuasa kepada Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., dan kawan-kawan
baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas
nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----------------=====-mmmmmmm-- Pemohon;
Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

Mendengar dan membaca keterangan ahli yang dihadirkan oleh
Mahkamah Konstitusi;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon;

Membaca kesimpulan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA
Dan seterusnya dianggap dibacakan.
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23.

24,

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum dianggap telah

dibacakan.
[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili

permohonan a guo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum
untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah
akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Permohonan Provisi
[3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan

permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada
Mahkamah agar mempercepat proses pemeriksaan dan memutus
permohonan & quo karena terkait langsung dengan sistem
pelaksanaan pemilu, terutama terkait dengan jadwal pemilu yang
akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilu di
Indonesia. Terhadap permohonan provisi Pemohon tersebut,
Mahkamah tidak mungkin mengabulkannya dikarenakan
permasalahan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya
membutuhkan pendalaman dan pembahasan yang komprehensif
sehingga Mahkamah memerlukan pandangan sejumlah pihak yang
memberikan perhatian terhadap masalah pemilihan umum selama
proses persidangan. Lagi pula, sisa waktu menuju pentahapan
Pemilu 2024 masih cukup untuk mempersiapkan segala
sesuatunya menuju agenda kenegaraan di tahun 2024 dimaksud.
Oleh karena itu, tidaklah relevan untuk mengaitkan permohonan
provisi Pemohon dengan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun
2024. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon tidak
beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan
[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal

167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 3 ayat (1)
UU 8/2015, Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016, Pemohon
mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut
(alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian
Duduk Perkara Putusan ini):

Dalil 1, 2, 3, 4, a, b, ¢, d dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah

mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1
sampai dengan bukti P-7 dan keterangan Ahli Pemohon atas nama
Khairul Fahmi dan Didik Supriyanto, serta kesimpulan Pemohon
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(sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk
Perkara);

[3.10]Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah mengajukan
keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang disampaikan dalam
persidangan pada tanggal 28 November 2019 terhadap perkara
Nomor 37/PUU-XVII/2019 yang sekaligus dinyatakan sebagai
keterangan untuk perkara a guo, yang diterima di Kepaniteraan
pada tanggal 12 Desember 2019 (sebagaimana selengkapnya
termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.11]Menimbang bahwa Presiden telah mengajukan keterangan
Presiden yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 3
Oktober 2019 terhadap perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 yang
sekaligus dinyatakan sebagai keterangan untuk perkara a quo,
dan keterangan tambahan yang diterima di Kepaniteraan pada
tanggal 7 Januari 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat
dalam bagian Duduk Perkara);

[3.12]Menimbang bahwa terhadap Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019
oleh karena substansi perkaranya sama dengan perkara a qguo
maka Mahkamah telah memeriksa perkara @ guo bersamaan
dengan Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 yang telah diputus
sebelumnya. Terhadap kedua perkara tersebut, telah didengar
Keterangan Pihak Terkait, yaitu: (1) Komisi Pemilihan Umum
(KPU), yang telah memberikan keterangan tertulis yang diterima
di Kepaniteraan tanggal 17 Oktober 2019 dan 29 Oktober 2019
serta keterangan lisan dalam sidang tanggal 17 Oktober 2019 dan
tanggal 29 Oktober 2019; (2) Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu), yang telah memberikan keterangan tertulis yang
diterima di Kepaniteraan tanggal 31 Oktober 2019 serta
keterangan lisan dalam sidang tanggal 17 Oktober 2019 dan
tanggal 29 Oktober 2019; dan (3) Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang memberikan keterangan
tertulis yang diterima di Kepaniteraan tanggal 17 Oktober 2019
dan keterangan lisan dalam sidang tanggal 17 Oktober 2019 dan
tanggal 29 Oktober 2019, serta kesimpulan Pihak Terkait KPU
(sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk
Perkara);

[3.13]Menimbang bahwa oleh karena Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019
diperiksa bersamaan dengan Perkara a guo maka terhadap kedua
perkara tersebut, Mahkamah telah menghadirkan ahli dan telah
didengar keterangannya, yaitu: (1) Djayadi Hanan yang telah
memberikan keterangan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan
tanggal 29 Oktober 2019, (2) Syamsudin Haris yang telah
memberikan keterangan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan
tanggal 18 November 2019, (3) Topo Santoso yang telah
memberikan keterangan pada tanggal 18 November 2019, dan (4)
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Ramlan Surbakti yang telah memberikan keterangan pada tanggal
13 Januari 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam
bagian Duduk Perkara);

[3.14]Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara
saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang
diajukan Pemohon, mendengar dan membaca keterangan Ahli
Pemohon, membaca kesimpulan Pemohon, membaca dan
mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar
dan membaca keterangan Presiden serta keterangan tambahan
Presiden, mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, mendengar dan
membaca keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah
Konstitusi, serta membaca kesimpulan Pihak Terkait Komisi
Pemilihan Umum, pada intinya Pemohon mempersoalkan
konstitusionalitas norma Pasal 167 ayat (3) dan norma dalam
Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta norma dalam Pasal 3 ayat (1)
UU 8/2015 dan norma dalam Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU
10/2016 yang menurut Pemohon penyelenggaraan Pemilu
Serentak Lima Kotak sebagaimana yang diselenggarakan tahun
2019 adalah inkonstitusional. Bagi Pemohon, penyelenggaraan
pemilu serentak yang konstitusional adalah penyelenggaraan
pemilu serentak yang dipisahkan antara pemilu nasional dengan
pemilu lokal. Dalam hal ini, pemilu serentak nasional dilaksanakan
untuk memilih anggota legislatif tingkat nasional (memilih anggota
DPR dan memilih anggota DPD) dengan pemilu untuk memilih
presiden dan wakil presiden. Kemudian, dua tahun setelah
pemilihan tingkat nasional dilaksanakan pemungutan suara untuk
memilih gubernur, bupati/walikota dan untuk memilih anggota
DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota secara
serentak. Disebabkan pilihan waktu atau jarak antara pemilihan
serentak di tingkat nasional (memilih anggota DPR, DPD, dan
memilih presiden dan wakil presiden) dengan pemilihan serentak
di tingkat lokal (memilih gubernur, bupati/walikota, dan memilih
anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota), oleh
karenanya Pemohon sekaligus meminta untuk menyatakan norma
transisi dalam Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan
mengikat;

[3.15]Menimbang bahwa setelah memahami dengan saksama arah
Pemilu Serentak yang konstitusional sebagaimana didalilkan
Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan substansi dalil
Pemohon dengan tiga konstruksi dasar dengan merujuk pada
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal
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23 Januari 2013 yang pokoknya menyatakan penyelenggaraan

Pemilu Serentak adalah konstitusional;

[3.15.1] Bahwa sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-
XI/2013, salah satu dasar penilaian perihal
konstitusionalitas Pemilu Serentak adalah berdasarkan
pada original intent UUD 1945;

Bahwa berkenaan dengan original intent, dalam
pengertian dan makna yang lebih longgar, yaitu sekitar
ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama
masa pembahasan perubahan UUD 1945 terutama
berkenaan dengan pemilihan umum, Mahkamah harus
merujuk kembali ihwal bagaimana sesungguhnya ide-
ide berkembang yang dikemukakan para pengubah
UUD 1945 berkenaan dengan pemilihan umum,
terutama pemilihan umum anggota legislatif dan
pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
Penelusuran kembali diperlukan karena Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang
menyatakan Pemilu Serentak konstitusional lebih
menekankan pada pendapat yang pada pokoknya
pelaksanaan pemilihan umum serentak terdapat 5
(ima) kotak suara, yang lebih dikenal dengan
“Pemilihan Umum Lima Kotak”;

Bahwa setelah menelusuri kembali secara saksama
risalah perubahan UUD 1945, mulai tahun 1999 hingga
2001, perihal ide-ide yang dikemukakan dan
berkembang selama pembahasan perubahan UUD
1945, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:
Pertama, bahwa pada pembukaan Rapat ke-3 sesi
kedua Panitia Ad-Hoc (PAH) III Badan Pekerja (BP)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tanggal 9
Oktober 1999, dalam kapasitas sebagai pimpinan rapat,
Slamet Effendy Yusuf menginventarisasi usulan yang
masuk terkait dengan rencana perubahan Pasal 6 ayat
(2) UUD 1945. Slamet Effendy Yusuf mencatat ada tiga
alternatif usulan, yaitu: (1) Presiden dan Wakil Presiden
dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak; (2) Presiden
dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui
pemilihan umum; dan (3) Presiden dan Wakil Presiden
dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak sesuai dengan
hasil pemilihan umum [vide Naskah Komprehensif
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Buku V, him. 246];
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Kedua, bahwa berbarengan dengan menguatnya ide
atau gagasan untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden secara langsung, dalam Rapat ke-39 PAH I BP
MPR, tanggal 6 Juni 2000, gagasan penyelenggaraan
“pemilu secara serentak” telah muncul. Terkait dengan
hal ini, A.M. Lutfi, juru bicara F-Reformasi mengusulkan
bab dengan judul “Pemilihan Umum” yang terdiri dari
lima ayat yang pada ayat (4)-nya menyatakan:
“Pemilihan umum dilakukan secara bersamaan di
seluruh  Indonesia, serentak” [vide Naskah
Komprehensif  Perubahan  Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, him.
513]. Sementara itu, Hobbes Sinaga, juru bicara F-PDIP
menyampaikan usul berkaitan dengan rumusan bab
dan pasal perihal pemilihan umum. Dari delapan ayat
yang diusulkan, satu di antaranya terkait dengan tata
cara pelaksanaannya berkaitan dengan ayat (1), yaitu:
untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan
pemilihan umum vyang jujur, adil, langsung, umum,
bebas, dan rahasia, serentak di seluruh wilayah
Republik Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPRD,
dan DPD [vide Naskah Komprehensif Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Buku V, him. 517]. Begitu pula F-KB,
mengusulkan agar pemilu dilakukan secara serentak
secara nasional maupun yang bersifat lokal,
sebagai berikut:
Pertama, menyangkut wilayah dari pemilu. Bahwa
adanya pemilihan umum yang dilaksanakan pada
tingkat nasional atau dilakukan secara serentak secara
nasional dan itu dilakukan dalam rangka memilih
Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota
DPD, anggota DPRD I atau DPRD II. Ini dilaksanakan
secara nasional dan serentak dalam jangka waktu lima
tahun sekali.
Ketiga, menyangkut prinsip pelaksanaan pemilu secara
serentak yang bersifat nasional maupun yang bersifat
lokal dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, langsung,
umum, bebas, rahasia;
[vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V,
him. 521]

Ketiga, bahwa berkenaan dengan usulan-usulan
serentak tersebut, juru bicara F-PBB, Hamdan Zoelva
secara implisit berupaya untuk memisahkan jadwal
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penyelenggaraan pemilu tersebut dengan mempertegas
pembedaan macam-macam pemilu sebagai berikut:
Pertanyaannya, apakah semua pemilihan ini, namanya
pemilihan umum yang harus dilaksanakan satu sekali
dalam setahun serentak di seluruh Indonesia. Tentunya
tidak mungkin /ah seluruh pemilihan yang tadinya ada
dalam bab-bab yang lain, dilakukan satu kali dan
sekaligus dan serentak di seluruh Indonesia karena
berbagai macam pemilihan itu. Oleh karena itu,
pemilihan umum ini sangat berkaitan dengan masa
jabatan dari pejabat yang akan dipilih.

Oleh karena itu, belum tentu seluruh pemilihan ini
dilakukan sekaligus akan tetapi tergantung kepada
berakhirnya masa jabatan atas jabatan yang akan kita
pilih itu. Jadi, bisa jadi ada beberapa kali pemilihan
dalam lima tahun itu. Ada pemilihan langsung
gubernur, ada pemilihan langsung walikota, ada
pemilihan DPR pusat yang mungkin bisa berbeda;

[vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V,
him. 523)

Keempat, bahwa perdebatan-perdebatan sekitar ide

yang berkembang perihal pemilihan umum tersebut
berujung dengan dirumuskannya draf Pasal 22E ayat
(2) UUD 1945 yang menyatakan:
Pemifihan umum diselenggarakan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah secara serentak di seluruh
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Draf tersebut dibahas dalam rapat sinkronisasi PAH I
BP MPR tanggal 11 Juli 2000. Dalam hal ini, Slamet
Effendy Yusuf, Wakil Ketua PAH I BP MPR sekaligus
pimpinan rapat, bertanya kepada forum ihwal frasa
“secara serentak” dalam draf tersebut. Ia
mempertanyakan apakah penyelenggaraan pemilu pada
saat DPR dipilih berarti secara serentak, DPD secara
serentak serta DPRD secara serentak atau DPR, DPD,
dan DPRD secara serentak?

Menanggapi pertanyaan Slamet Effendy Yusuf,
Hamdan Zoelva meminta agar frasa “secara
serentak” dihapuskan saja,

Saya usul mengenai pasal ini, dalam pemilihan itu kita
ingatkan saja dengan pertimbangan bahwa biarlah kita
atur apakah ini nanti bisa dilaksanakan secara serentak
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di seluruh Indonesia yang dipilih itu ataukah tidak,
nanti kita atur saja dalam Undang-Undang Otonomi
Daerah atau dalam undang-undang [vide Naskah
Komprehensif  Perubahan  Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, him
545-546);

Usulan yang disampaikan Hamdan Zoelva langsung
ditindaklanjuti pimpinan rapat dengan mengundang
peserta rapat untuk menyetujui secara aklamasi. Pada
saat itu, peserta rapat menyambut ajakan itu dengan
kata: “setuju” [vide Naskah Komprehensif Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Buku V, him 545-546],

Kelima, bahwa dalam Rapat Komisi A Sidang
Tahunan MPR, pada tanggal 5 November 2001,
anggota F-KKI, Tjetje Hidayat mempertanyakan ihwal
alasan memasukkan pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden dalam pengertian general election, pimpinan
rapat dan sekaligus wakil ketua PAH I BP MPR, Slamet
Effendy Yusuf menjelaskan sebagai berikut:

Jadi memang begini, memang pada konsep ini, secara
keseluruhan itu, Presiden nanti dalam pemilihan yang
disebut langsung itu diadakan di dalam pemilihan
umum yang diselenggarakan bareng-bareng ketika
memilih DPR, DPD, kemudian DPRD, kemudian juga
paket Presiden dan Wakil Presiden sehingga
digambarkan nanti ada lima kotak. Jadi kotak untuk
DPR RI, kotak untuk DPD, kotak untuk DPRD Provinsi,
kotak untuk DPRD Kota atau Kabupaten, dan kotak
untuk Presiden dan Wakil Presiden itu. Jadi
gambarannya memang itu dan memang konsep ini
menyebut pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam
pemilihan umum [ vide Naskah Komprehensif Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Buku V, him. 602].

Terkait dengan jawaban Slamet Effendy Yusuf tersebut,
L.T. Soetanto dari F-KKI menginginkan dipisahkannya
pemilihan umum dengan pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden, yang pada intinya menyatakan:

Kemudian menyangkut Pemilihan Umum, yaitu ayat (2),
Kami tetap menginginkan supaya pemilihan Presiden
dan Pemilihan Umum itu dipisahkan. Kemudian
pemilihan Presiden itu dapat diikuti juga pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota [vide Naskah
Komprehensif  Perubahan  Undang-Undang  Dasar
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, him.
605-606];

Sementara itu, dari F-KB, Ali Masykur Musa
mengajukan usulan alternatif, sebagai berikut:

... Seyogianya memang pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden dalam pasangan itu waktunya berbeda dengan
pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD.
Jadi, misalkan pemilihan umum untuk memilih para
wakil rakyat di semua tingkatan. Wakil rakyat itu publik
mengatakan ya DPR, ya DPRD. Apabila DPD sudah
masuk wakil rakyat maka juga masuk DPD...

. Berkaitan dengan apakah pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden sebagai rumpun pemilihan eksekutif,
dibuat Bab tersendiri yang di situ ada Presiden,
gubernur, bupati, walikota, dan sebagainya yang dipilih
langsung oleh rakyat, maka bisa juga dibuat sebuah
Bab tersendiri;
[vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V,
him. 606]
Tanggapan agak berbeda dikemukakan Nadjih Ahmad,
dari F-PBB, yang intinya menghendaki pemilihan kepala
daerah sebagai bagian dari pemilu. Terkait dengan
penyelenggaraan pemilihan umum, Nadjih Ahmad
menyatakan:

Kemudian yang idealnya untuk DPRD, itu bersama-
sama pemilihannya dengan gubernur dan bupati. Di
dalam Pasal mengenai Pemilihan Umum Ayat (2),
belum tercantum masalah pemilihan gubernur dan
pemilihan bupati. Saya kira kalau Presiden saja dipilih
langsung, apalagi gubernur dan bupati [vide Naskah
Komprehensif  Perubahan  Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, him.
608,

Keenam, bahwa melacak perdebatan selama perubahan
UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan
perihal keserentakan pemilihan umum. Dalam hal ini,
adalah benar penyelenggaraan Pemilu Serentak Lima
Kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari
pengubah UUD 1945. Namun gagasan tersebut
bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika
perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran
rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD
1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran
perihal keserentakan penyelenggaraan pemilihan
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umum. Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali
tidak membedakan rezim pemilhan. Di antara varian
tersebut, yaitu: (1) Pemilihan umum, baik pemilihan
anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil
presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di
seluruh Indonesia; (2) Pemilihan umum serentak
hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD
dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia; (3)
Pemilihan umum serentak secara nasional maupun
serentak yang bersifat lokal; (4) Pemilihan umum
serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang
akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan
beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih
langsung gubernur dan bupati/walikota; (5) Pemilihan
umum serentak, namun penyelenggaraan
keserentakannya diatur dengan undang-undang; (6)
Penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Pemilihan
Umum dipisahkan. Kemudian pemilihan Presiden dapat
diikuti juga dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota; dan (7) Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum
untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu,
pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil
Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya
dipilih langsung oleh rakyat;

Ketujuh, bahwa dengan uraian di atas, pertimbangan
hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
14/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pemilu Serentak
adalah konstitusional merupakan pertimbangan yang
memiliki dasar yang kuat pada saat pembahasan
perubahan UUD 1945. Namun demikian, Pemilu
Serentak Lima Kotak sebagai model penyelenggaraan
pemilu serentak yang dikehendaki oleh UUD 1945
bukanlah satu-satunya gagasan yang berkembang dan
diperdebatkan selama perubahan UUD 1945. Sebab,
pengubah UUD 1945 tidak begitu mempersoalkan
apakah penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD,
Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD
dilaksanakan serentak semuanya, serentak sebagian,
digabungkan semua atau dipisah-pisah, sepanjang
pilihan yang tersedia bermuara kepada penguatan
sistem pemerintahan presidensial, pilihan pelaksanaan
pemilu serentak yang demikian adalah tetap
konstitusional;

23



25,

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.15.2] Bahwa sesuai dengan pertimbangan “sepanjang pilihan

yang tersedia bermuara pada penguatan sistem
pemerintahan presidensial” di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan model
penyelenggaraan Pemilu Serentak yang dapat
memperkuat sistem pemerintahan presidensial sesuai
dengan kesepakatan para pengubah UUD 1945.
Kerangka dasar  untuk  memperkuat  sistem
pemerintahan presidensial dalam desain Pemilu
Serentak pun telah diuraikan dan dipertimbangkan
dalam sub-Pertama Paragraf [3.17] Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang
mengaitkannya dengan pilihan pengubah UUD 1945
untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial
yang antara lain menyatakan:

Pertama, menurut Mahkamah penyelenggaraan
Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun
sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem
pemerintahan presidensial. Salah satu di antara
kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan
Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan UUD
1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem
presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial
menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan
pemerintahan  menurut  Undang-Undang  Dasar.
Presiden sebagai kepala negara dan lambang
pemersatu bangsa.

Bahwa selain pertimbangan dalam Putusan tersebut,
penyederhanaan partai politik merupakan salah satu
cara memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
Bagi negara-negara yang sistem pemerintahan
presidensialnya dibangun dengan sistem kepartaian
majemuk  (multipartai) yang tidak sederhana,
penyederhanaan partai politik menjadi suatu
keniscayaan. Terkait dengan strategi penyederhanaan
partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial
Indonesia, pertimbangan hukum sub-Paragraf [3.13.7]
angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-
XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, di antaranya
menyatakan:

...untuk memperketat persyaratan partai politik menjadi
peserta Pemilu. Hal ini sejalan dengan desain konstitusi
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yang bermaksud menyederhanakan sistem kepartaian.
Dalam batas penalaran yang wajar, dengan
memperberat persyaratan yang harus dipenuhi partai
politik untuk menjadi peserta Pemilu maka jumlah
partai politik yang menjadi peserta Pemilu akan makin
terbatas. Dengan pengetatan persyaratan tersebut,
jumlah partai politik akan makin  mendukung
bekerjanya sistem pemerintahan presidensial
sebagaimana yang dianut UUD 1945. Bagaimanapun,
telah menjadi pengetahuan umum, baik secara
doktriner dan maupun pengalaman empiris, sistem
pemerintahan presidensial menjadi sulit bekerja optimal
di tengah model sistem multipartai dengan jumlah yang
tidak terkendali. Oleh karena itu, selalu dipersiapkan
berbagai strategi (desain) untuk menyederhanakan
jumlah partai politik terutama partai politik sebagai
peserta Pemilu.

Sebagai bagian dari upaya memenuhi desain
memperketat jumlah partai politik dimaksud, salah satu
upaya mendasar yang harus dilakukan oleh
penyelenggara Pemilu adalah memastikan semua partai
politik yang dinyatakan menjadi peserta Pemilu
memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan dalam
UU Pemilu. Misalnya, dalam soal kepengurusan untuk
mencerminkan sifat nasional partai politik, UU Pemilu
menyatakan bahwa partai politik menjadi peserta
Pemilu harus (1) memiliki kepengurusan di seluruh
provinsi; (2) minimal memiliki kepengurusan di 75%
(tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di
provinsi yang bersangkutan; dan (3) minimal memiliki
kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah
kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan,
penyelenggara Pemilu harus memastikan keterpenuhan
syarat minimal kepengurusan tersebut tanpa
melakukan pengecualian untuk tidak melakukan
verifikasi di tingkat manapun, termasuk verifikasi
keterpenuhan persentase kepengurusan di tingkat
kecamatan.

Bahwa apabila dikaitkan pertimbangan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dengan
pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
53/PUU-XV/2017 di atas, upaya penguatan sistem
pemerintahan presidensial dengan cara
menyederhanakan jumlah partai politik peserta
pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu
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cara dari berbagai cara yang lazim dikenal dalam
praktik sistem pemerintahan presidensial.
Penyederhanaan partai politik diperlukan agar menjadi
lebih mudah mengelola hubungan antara presiden
(sebagai pemegang kekuasaan eksekutif) dengan
pemegang kekuasaan legislatif. Dalam hal ini, jamak
dimengerti, baik secara doktriner maupun praktik,
semakin banyak jumlah partai politik yang berada di
lembaga legislatif semakin sulit mengelola hubungan
antara pemegang kekuasaan legislatif dengan
pemegang kekuasaan eksekutif. Apalagi terjadi situasi
di mana dukungan terhadap presiden dari lembaga
legislatif diraih melalui koalisi sejumlah partai politik.
Terkait dengan kondisi demikian, misalnya, penelitian
Scott Mainwaring (1993) menyatakan bahwa the
combination of presidentialism and multipartism is
complicated by the difficulties of interparty coalition-
building in presidential democracies. Kondisi yang
dikemukakan Scott Mainwaring tersebut dapat
diteropong dari praktik pemerintahan pasca-Pemilu
2004. Ketika itu, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih
sebagai presiden yang hanya didukung modal awal 7
(tujuh) persen suara Partai Demokrat hasil Pemilihan
Umum Anggota DPR Tahun 2004 yang dilaksanakan
lebih awal dan terpisah dengan pemilihan umum
presiden dan wakil presiden. Karena fakta tersebut,
untuk memperbesar dukungan politik di DPR, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono memilih langkah yang
lazimnya terjadi dalam praktik sistem pemerintahan
presidensial sebagai  minority  president, vyaitu
merangkul 6 (enam) partai politik di luar Partai
Demokrat;

Bahwa perbedaan dukungan antara partai politik yang
meraih kursi terbanyak di lembaga perwakilan dengan
minority president, selain melakukan desain seperti
memperberat dan memperketat persyaratan bagi partai
politik menjadi peserta pemilihan umum sebagaimana
telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 di atas, mengatur
keserentakan pelaksanaan pemilihan umum anggota
legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil
presiden menjadi upaya strategis lainnya dalam
memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Secara
teoritis, sejumlah hasil penelitian menujukkan bahwa
pemilu serentak dianggap dapat memperkuat sistem
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pemerintahan presidensial karena dapat menjadikan
jumlah partai politik lebih sederhana. Dalam hal ini,
Matt Golder (2006) menyatakan:

dianggap dibacakan.

Bahwa merujuk pandangan tersebut, pelaksanaan
pemilihan umum serentak antara pemilihan presiden
dan wakil presiden dengan pemilihan anggota legislatif
tidak terlepas dari penilaian ihwal pemilihan presiden
dan wakil presiden dianggap memengaruhi pemilihan
legislatif melalui coattails effect karena nasib partai
politik terkait dengan nasib calon presiden partai
mereka. Dengan efek yang ditimbulkan tersebut,
dukungan terhadap calon presiden cenderung
memberikan keuntungan bagi kandidat legislatif karena
pemilih cenderung akan memilih calon anggota legislatif
yang berasal dari partai politik yang sama dengan calon
presiden atau partai politik pendukung calon presiden.
Terkait dengan efek tersebut, David Samuels (2000)
menyatakan bahwa coattail effects dimaknai sebagai
"the ability of a candidate at the top of the ticket to
carry into office...his party’s candidates on the same
ticket”. Pendapat David Samuels hendak menegaskan
satu hal penting, yaitu kemampuan yang dimiliki calon
presiden akan memberikan keuntungan bagi calon
anggota legislatif dari partai politik yang sama dengan
calon presiden atau dari partai politik yang memberikan
dukungan kepada calon presiden yang sama. Dengan
menggunakan pendapat tersebut, efek pemilihan umum
anggota legislatif yang diselenggarakan serentak
dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilih
cenderung untuk memilih partai politik calon
presiden/wakil presiden atau partai politik pendukung
calon presiden/wakil presiden.

Bahwa terkait dengan pandangan di atas, secara
doktriner pemilihan umum serentak merupakan solusi
mengatasi keterbelahan hubungan antara pemegang
kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan
legislatif. Pemilu serentak adalah pemilihan umum
anggota legislatif dan pemilihan umum presiden/wakil
presiden yang diselenggarakan dalam waktu yang
bersamaan. Karena itu, sebagaimana hasil kajian Mark
Pyane dkk. (2002) menunjukkan, pemilihan umum
serentak tidak hanya berhasil menyederhanakan sistem
kepartaian di lembaga perwakilan, tetapi juga
berkecenderungan terbentuknya pemerintahan
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[3.15.3]

kongruen karena pemilih yang memilih presiden dari
partai politik atau didukung oleh partai politik tertentu
akan memiliki kecenderungan memilih anggota legislatif
dari partai politik presiden atau partai politik yang
mendukung presiden;

Bahwa setelah menelusuri original intent dan sejumlah
doktriner yang didukung pengalaman empirik,
selanjutnya Mahkamah akan menelusuri kembali makna
“Pemilihan Umum Serentak” dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam batas
penalaran yang wajar, Putusan Mahkamah Konstitusi a
guo dapat dikatakan mengubah sikap Mahkamah
terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-
59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 yang
pada pokoknya menyatakan pemilihan umum anggota
lembaga perwakilan yang dilaksanakan lebih dulu dari
pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai sesuatu
yang konstitusional. Karena pertimbangan hukum
Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-
VI/2008 tersebut, Pemilihan Umum 2009 dan Pemilihan
Umum 2014 tetap diselenggarakan seperti Pemilihan
Umum 2004, yaitu pemilihan umum anggota lembaga
perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) diselenggarakan
lebih dulu dibandingkan pemilihan umum presiden dan
wakil presiden;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
14/PUU-X1/2013, praktik yang telah berlangsung sejak
Pemilihan Umum 2004 tersebut diubah begitu rupa
dengan cara menyerentakan pemilihan umum anggota
lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) dengan
pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dengan
perubahan ini, pelaksanaan pemilihan umum yang
konstitusional adalah tidak lagi dengan memisahkan
penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif
dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
Perubahan pendirian Mahkamah tersebut adalah
sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang perubahan
didasarkan pada alasan yang substansial. Berkenaan
dengan kemungkinan untuk mengubah sikap atau
pendirian dari putusan sebelumnya, misalnya, dalam
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 24/PUU-XVII/2019, Mahkamah menyatakan:
Dianggap dibacakan.

Sebagaimana dikemukakan dalam Paragraf [3.17]
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013,
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pertimbangan mendasar yang menyebabkan Mahkamah
mengubah pendirian dari Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dikarenakan 4 (empat)
alasan, yaitu: (1) kaitan antara sistem pemilihan umum
dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, (2)
original intent dari pembentuk UUD 1945, (3)
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan
umum, serta (4) hak warga negara untuk memilih
secara cerdas;

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam sub-Paragraf
[3.15.2] di atas, sekalipun terdapat empat alasan yang
menyebabkan berubahnya pendirian Mahkamah dari
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-
VI/2008, dapat dikatakan inti atau substansi dari
alasan-alasan tersebut lebih bertumpu pada upaya
penguatan sistem pemerintahan presidensial sebagai
sistem pemerintahan yang disepakati dalam Perubahan
UUD 1945. Sebagaimana diuraikan pula dalam
pertimbangan hukum sub-Paragraf [3.15.2] & quo,
pilihan atau desain waktu penyelenggaraan pemilihan
umum guna memilih anggota legislatif dengan
pemilihan umum presiden dan wakil presiden menjadi
titik krusial dalam rancang-bangun penguatan sistem
pemerintahan presidensial;

Bahwa dalam konteks rancang-bangun tersebut,
persoalan mendasar yang harus dikemukakan,
bagaimana sesungguhnya desain waktu
penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih
anggota legislatif dengan pemilihan umum untuk
memilih presiden dan wakil presiden. Terkait dengan
persoalan tersebut, sekalipun Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 telah menyatakan
bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang
konstitusional adalah pemilihan umum anggota legislatif
diselenggarakan serentak dengan pemilihan umum
presiden dan wakil presiden, namun Putusan a quo
belum begitu tegas menentukan desain atau waktu
keserentakan dimaksud. Bahkan, meski menggunakan
original intent Pemilu Serentak Lima Kotak, apabila
dibaca secara saksama kalimat demi kalimat terutama
pertimbangan hukum halaman 82-85, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 hanya
sekali menyebut pemilihan umum serentak yang
penyelenggaraannya serentak untuk memilih anggota
DPR, DPD, dan DPRD dengan pemilihan umum presiden
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dan wakil presiden (hlm. 83). Sementara itu,
penyebutan pemilihan umum serentak sebagai
pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan
serentak dengan pemilihan anggota lembaga
perwakilan disebut sebanyak 8 (delapan) kali. Tidak
hanya itu, ketika menggunakan penafsiran sistematis,
“penyelenggaraannya serentak untuk memilih anggota
DPR, DPD ... sekali, itu DPD bukan DPRD ..., dan DPRD
dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden”
sebagaimana pemaknaan Pasal 22E ayat (2) dan Pasal
6A ayat (2) UUD 1945, yang hanya disebut satu kali
dalam Putusan a guo, penyebutan itupun muncul saat
menjelaskan konteks Pemilu Serentak Lima Kotak
sebagai salah satu original intent dalam Perubahan
UUD 1945;

[3.16]Menimbang bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, sebagai
bagian dari penguatan sistem pemerintahan presidensial,
pemilihan umum serentak dengan cara menyerentakan pemilihan
umum anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD)
dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden masih
terbuka kemungkinan ditinjau dan ditata kembali. Peninjauan
dan penataan demikian dapat dilakukan sepanjang tidak
mengubah prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam
praktik sistem pemerintahan presidensial, vyaitu tetap
mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih
anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (yaitu DPR dan
DPD) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.
Pertimbangan demikian, baik secara doktriner maupun praktik,
didasarkan pada basis argumentasi bahwa keserentakan
pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan
rakyat di tingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan
wakil presiden merupakan konsekuensi logis dari upaya
penguatan sistem pemerintahan presidensial;

Bahwa setelah menelusuri kembali original intent perihal
pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum
serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan
presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013,
terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum
yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945,
yaitu:

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR,

DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
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Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR,
DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan
Bupati/Walikota;

Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR,
DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur,
dan Bupati/Walikota;

Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota
DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu
setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal
untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD
Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota
DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu
setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi
untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih
gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya
dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota
untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih
Bupati dan Walikota;

Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat
keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR,
DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;

Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan
pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana
dikemukakan di atas, penentuan model yang dipilih menjadi
wilayah  bagi  pembentuk  undang-undang  untuk
memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan
pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan
pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu
mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1)
pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan
undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua
kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan
pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-
undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan
lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan
simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif
dilaksanakan; 3) pembentuk undang-undang
memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis
atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya
tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama
untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4)
pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan
kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak
untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan
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rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan
langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga
terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan
pemilihan umum;

[3.17]Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan beberapa
persoalan mendasar sebagaimana dituangkan dalam Paragraf
[3.15] dan Paragraf [3.16] di atas, perihal dalil Pemohon
pemaknaan sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan
secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat
(1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah tidak
berwenang menentukan model pemilihan serentak di antara
varian pilihan model yang telah dipertimbangkan di bagian akhir
Paragraf [3.16] di atas yang dinyatakan konstitusional
sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan
umum memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil
Presiden. Oleh karena itu, dalil Pemohon perihal pemaknaan
frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dalam
Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017
bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut
hukum;

[3.18] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan bahwa Mahkamah
tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak di
antara varian pilihan model yang telah dipertimbangkan di
bagian akhir Paragraf [3.16] di atas yang dinyatakan
konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam
pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden
dan Wakil Presiden maka dalil Pemohon perihal pemaknaan Pasal
3 ayat (1) UU 8/2015 serta persoalan konstitusionalitas Pasal 201
ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016 menjadi kehilangan relevansi
untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, dalil
Pemohon berkenaan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 serta Pasal 201
ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016 ini pun adalah tidak beralasan
menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas,
Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak
beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
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[4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
[4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk
seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Dalam Provisi:
Menolak permohonan provisi Pemohon;
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P.
Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan
Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin,
tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh, dan hari
Selasa, tanggal sebelas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh,
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Februari,
tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 15.24 WIB, oleh
tersebut di atas kecuali Wahiduddin Adams dengan dibantu oleh Wilma
Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan
Pihak Terkait.

PUTUSAN
NOMOR 68/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas

33



27.

[1.2]

Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
PT. Wira Pratama Gasindo

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak retensi dan hak
substitusi bertanggal 29 November 2019 memberi kuasa kepada
1.) Dr. Flora Dianti, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi
kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---- Pemohon;
Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah
Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon
Dianggap dibacakan.

[3.6]

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
Permohonan & gquo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum
untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a guo,
maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7]

[3.8]

[3.9]

[3.10]

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma
Pasal 2 ayat (4a) UU 28/2007 serta Pasal 9 ayat (2), ayat (8)
huruf a dan huruf i UU 42/2009, Pemohon mengemukakan
argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam
bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:
angka 1, 2, 3, sampai dengan angka 7 dianggap dibacakan.
Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang
diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a guo telah jelas,
maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun
kebutuhan  untuk mendengar keterangan  pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan
saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang
diajukan, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon
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[3.11]

dalam permohonan a guo adalah apakah ketentuan Pasal 2 ayat
(4a) UU 28/2007 serta Pasal 9 ayat (2), ayat (8) huruf a dan
huruf i UU 42/2009 menyebabkan tidak dinyatakannya secara
tegas hak PKP karena norma yang dimohonkan pengujian hanya
menekankan pada pemenuhan kewajiban PKP saja. Sementara
itu, dengan dapat dikreditkannya pajak masukan PPN bagi PKP,
sebelum dikukuhkan sebagai PKP menimbulkan ketidakadilan
bagi wajib pajak dan atau PKP, sehingga merugikan hak-hak
konstitusional warga negara Indonesia, /in casu Pemohon, yaitu
hak atas kepastian hukum yang adil.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan masalah

konstitusional yang dipersoalkan Pemohon tersebut, penting bagi

Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai

berikut:

[3.11.1]Bahwa Mahkamah dalam Putusan sebelumnya, yaitu
Putusan Nomor 13/PUU-XIV/2016, bertanggal 27
Februari 2017 telah mempertimbangkan dan memutus
mengenai konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (4a) UU
28/2007, yang juga dimohonkan oleh Pemohon dalam
perkara a quo. Untuk itu, sebelum mempertimbangkan
lebih lanjut pokok permohonan sepanjang mengenai
norma tersebut, Mahkamah perlu mempertimbangkan
terlebih dahulu apakah Permohonan Pemohon a guo
dapat diajukan kembali sebagai berikut :

Pasal 60 UU MK menyatakan: dianggap dibacakan.
Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam
Pengujian Undang-Undang menyatakan: dianggap
dibacakan.

[3.11.2]Bahwa Pemohon dalam perkara Nomor 13/PUU-
XIV/2016, pada pokoknya meminta adanya perbedaan
kewajiban perpajakan antara PKP yang dikukuhkan
secara jabatan oleh DJP dengan PKP yang mendaftar
(inisiatif) sendiri. Di mana yang dikukuhkan secara
jabatan bisa ditarik 5 tahun kewajiban perpajakannya,
sementara yang mendaftar sendiri, kewajiban
perpajakannya dimulai dari tanggal ditetapkan oleh DIP
dan tidak bisa ditarik mundur kewajiban perpajakannya.
Pemohon dalam perkara tersebut menggunakan dasar
pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sedangkan
dalam perkara @ quo, Pemohon meminta bila PKP
ditarik mundur 5 Tahun kewajiban perpajakannya,
maka harus seimbang antara hak dan kewajibannya,
sehingga Hak PKP untuk mengkreditkan PPN
Masukannya dengan PPN Keluaran harus diakui juga
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dalam kewajiban perpajakan yang berlaku surut
tersebut dengan Pemohon perkara a guo yang juga
menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai
dasar pengujian.

[3.11.3]Bahwa berdasarkan hal tersebut, walaupun norma
dalam UUD 1945 yang digunakan sebagai dasar
pengujian adalah sama yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD
1945, namun menurut Mahkamah, terhadap kedua
permohonan tersebut, terdapat alasan permohonan
yang berbeda dan isu pokok yang menjadi dasar
kerugian konstitusional juga berbeda sehingga terlepas
ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas apabila
dilakukan pengujian dengan alasan sebagaimana
tersebut di atas, maka Mahkamah berpendapat
terhadap norma Pasal 2 ayat (4a) UU 28/2007 dapat
diajukan kembali dalam permohonan ini;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 2 ayat (4a) UU
28/2007 tidak memberikan kepastian hukum yang adil karena
hanya menyatakan kewajiban perpajakan PKP yang ditarik
mundur paling lama 5 (lima) tahun. Padahal PKP itu pun
mempunyai hak perpajakan juga. Artinya, ketika ditarik mundur
paling lama 5 (lima) tahun, seharusnya berlaku hak dan
kewajiban perpajakan dari PKP. Terhadap dalil Pemohon
tersebut, menurut Mahkamah pengaturan ketentuan dalam Pasal
2 ayat (4) dan ayat (4a) UU 28/2007 merupakan konsekuensi
logis dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU
28/2007, apabila Wajib Pajak dan/atau PKP tidak memenuhi
kewajibannya untuk mendaftarkan diri atau melaporkan
usahanya pada Kantor DJP padahal telah memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif sesuai peraturan perundang-undangan
perpajakan. Pengaturan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4a) UU
28/2007 yang menyatakan bahwa kewajiban perpajakan bagi
Wajib Pajak dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi kewajiban
subjektif dan objektif paling lama 5 (lima) tahun sebelum
diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP
dimaksudkan untuk menegaskan dan memberikan kepastian
adanya ketentuan daluwarsa penetapan pajak 5 (lima) tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) UU
28/2007. Adapun, makna “untuk dikukuhkan menjadi PKP”,
berarti sejak semula telah ada kewajiban untuk melaksanakan
sesuatu (dalam hal ini sebagai PKP) sehingga pengukuhan
sifatnya hanya administratif, karena kewajiban pajaknya sudah
ada sejak syarat subjektif dan objektifnya terpenuhi. Selain itu,
berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 13/PUU-XIV/2016,
dalam pertimbangannya, Mahkamah telah menegaskan bahwa
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kewajiban perpajakan selama lima tahun ke belakang bagi PKP
tidak bertentangan dengan konstitusi atau konstitusional. Lebih
lanjut, berkaitan dengan pertimbangan hukum a guo Mahkamah
dalam putusan tersebut mempertimbangkan antara lain:

“...Dengan demikian dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah,
Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) UU 28/2007 merupakan instrumen
bagi aparat perpajakan untuk mengawasi kewajiban perpajakan
WP dan/atau PKP, sehingga tercipta keseimbangan dalam sistem
self assesment. Ketentuan Pasal 2 ayat (4a) UU 28/2007 ketika
dibaca dan dipahami bersama-sama dengan ketentuan lain
dalam undang-undang a guo merupakan norma yang mengatur
mengenai kewajiban perpajakan bagi PKP yang sudah harus
berlaku sejak PKP tersebut telah memenuhi syarat objektif
maupun subjektif, dan merupakan konsekuensi dari sistem se/f
assesment, sehingga tidak tepat apabila dipaksakan untuk
mengatur pula mengenai hak PKP. Jika yang dimaksud Pemohon
adalah hak atas keringanan pajak dan/atau hak-hak lainnya,
misalnya keberatan (vide Pasal 25 UU 28/2007), banding (vide
Pasal 27 UU 28/2007), peninjauan kembali (vide Pasal 91
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak), imbalan bunga (vide Pasal 27a UU 28/2007), gugatan
(vide Pasal 23 ayat (2) UU 28/2007), kepastian SPT lebih bayar
dalam proses restitusi (vide Pasal 11 UU 28/2007) dan lain-lain
yang secara universal hak tersebut disediakan sebagai instrumen
oleh undang-undang dan dengan sendirinya dimiliki oleh setiap
wajib pajak. Oleh karena itu hak-hak tersebut penafsirannya
tidak dapat dikaitkan dengan norma yang dipersoalkan Pemohon
a qguo, mengingat hak-hak demikian telah diatur dalam norma
pasal yang lain. Meskipun norma-norma berkaitan dengan hak
wajib pajak ditempatkan pada norma yang berbeda, namun
secara esensial tetap saja melekat dan berdampingan dengan
kewajiban setiap wajib pajak. Lebih lanjut menurut Mahkamah
fakta hukum ini  menjawab, perihal potensi kerugian
sebagaimana disimulasikan Pemohon dalam permohonannya
merupakan kerugian materiil yang bersifat subjektif dan
kasuistis, tidak serta merta timbul karena inkonstitusionalitas
norma Pasal 2 ayat (4a) UU & guo. Sebab, dengan tidak
ditegaskannya kata “hak™ dalam Pasal 2 ayat (4a) UU 28/2007
tidak menjadikan norma pasal tersebut inkonstitusional, karena
hak-hak PKP yang merupakan dampak adanya penerapan norma
Pasal @ quo tidak hilang dan tetap dapat memberikan
perlindungan hukum terhadap PKP meskipun diatur tidak dalam
satu norma dengan kewajiban PKP sebagaimana yang
dimaksudkan Pasal 2 ayat (4a) UU 28/2007. Dengan demikian,
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menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 2 ayat (4a)
UU 28/2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
adalah tidak beralasan menurut hukum;

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.13]Menimbang bahwa, selanjutnya menurut Pemohon, Pasal 9 ayat
(2) UU 42/2009 tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum
karena aturan pengkreditan di atas baru berlaku setelah
pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Artinya, setelah tanggal
dikukuhkan sebagai PKP, PKP baru bisa melakukan pengkreditan
Pajak Masukannya dengan Pajak Keluaran, sedangkan dalam
praktik sekarang, apabila terdapat kondisi DJP melakukan prinsip
retroactive (penarikan mundur) kewajiban perpajakan PKP, Pajak
Masukan PKP tidak diakui. Terhadap dalil Pemohon tersebut,
menurut Mahkamah, pengukuhan PKP bersifat administratif
karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa
kewajiban perpajakan bagi pengusaha kena pajak sesungguhnya
dimulai sejak usaha wajib pajak memenuhi syarat subjektif dan
objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, paling
lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkan NPWP dan/atau
dikukuhkan sebagai PKP [vide Pasal 2 ayat (4) UU 28/2007].
Dengan kata lain, kewajiban perpajakan tersebut timbul karena
Undang-Undang, bukan semata-mata karena ketika dikukuhkan
sebagai PKP. Bahkan secara universal dan doktriner kewajiban
perpajakan timbul sejak undang-undang perpajakan telah
diberlakukan, sepanjang undang-undang mengatur sesuatu yang
menimbulkan suatu kewajiban perpajakan. Lebih lanjut, menurut
Mahkamah, ketentuan Pasal 9 ayat (2) penerapannya bersifat
“kumulatif”. Artinya, pada waktu memaknai norma & quo
haruslah diterapkan secara utuh bersamaan dengan norma lain
dalam undang-undang ini, yaitu dengan Pasal 9 ayat (8) yang
menentukan kriteria pajak masukan vyang tidak dapat
dikreditkan, di mana salah satunya adalah perolehan Barang
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha
dikukuhkan sebagai PKP. Dengan demikian, berdasarkan
pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, ketentuan a
guo tidak mengakibatkan munculnya persoalan konstitusionalitas
norma terlebih menimbulkan ketidakpastian hukum dan
ketidakadilan, sebab norma dari pasal-pasal yang terdapat dalam
undang-undang perpajakan mempunyai sifat/karakteristik yang
khusus. Sebagai akibat yuridis dari sifat kekhususan tersebut
mewajibkan setiap wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya
bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai
wajib pajak. Dengan karakteristik demikian, parameter
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[3.14]

ketidakpastian dan ketidakadilan hukum sebagaimana yang
dikhawatirkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, hal demikian
menjadi tidak relevan untuk dipersamakan dengan penilaian
subyektivitas dari wajib pajak, termasuk oleh Pemohon. Dengan
demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dalil
Pemohon yang menyatakan inkonstitusionalitas norma Pasal 9
ayat (2) UU 42/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan Pasal 9
ayat (8) huruf a UU 42/2009 tidak memberikan kepastian hukum
dan keadilan, karena bila PKP diperiksa untuk tahun pajak pada
periode sebelumnya vyaitu sebelum pengusaha dikukuhkan
sebagai PKP, di mana sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf a
UU 42/2009, Pajak Masukan yang dibayarkan oleh PKP kepada
Pembeli yang memungutnya, tidak dapat dikreditkan. Terhadap
dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah sebagaimana juga
telah disinggung dalam pertimbangan hukum sebelumnya,
bahwa Pasal 9 ayat (8) UU 42/2009 merupakan pasal yang
mengatur mengenai kriteria pajak masukan yang tidak dapat
dikreditkan, dalam norma tersebut salah satu pajak masukan
yang tidak dapat dikreditkan adalah perolehan Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan
sebagai PKP. Selanjutnya, penjelasan norma a quo menyatakan
bahwa “Ayat ini memberikan penegasan bahwa Pajak Masukan
yang diperoleh sebelum pengusaha melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak dapat
dikreditkan.” Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut
dimaksudkan untuk menegaskan bahwa penetapan atau
pengukuhan pengusaha sebagai PKP menuntut sejumlah syarat
yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, meski secara
administratif seluruh dokumen dan persyaratan sudah lengkap,
tetap diperlukan syarat faktual yaitu adanya proses yang wajib
dilalui berupa survei atau verifikasi oleh petugas tekait. Proses ini
pada umumnya dapat berlangsung beberapa waktu usai seluruh
persyaratan dilengkapi. Esensi dari proses tersebut berkaitan
erat dengan penilaian untuk menentukan terpenuhi atau
tidaknya syarat Pengusaha untuk dapat ditetapkan sebagai wajib
pajak atau PKP secara faktual. Lebih lanjut dijelaskan, sementara
proses verifikasi dilakukan kegiatan usaha tetap harus berjalan
yang dimungkinkan masih akan terjadi perubahan data
perpajakan. Dengan kata lain, meskipun kegiatan usaha telah
dilakukan sebelum wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP,
perhitungan kewajiban pembayaran pajaknya tetap dihitung
setelah pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Dengan
pertimbangan tersebut, dengan sendirinya pemasukan yang
diperoleh sebelum Wajib Pajak dikukuhkan sebagai PKP tidak
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[3.15]

dapat dikreditkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, hal ini
justru memberikan kepastian hukum karena hakikat dari norma
yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut secara tegas
memberikan gambaran konkrit relevansi kewajiban PKP yang
melekat sejak secara faktual pengusaha yang bersangkutan
ditetapkan/dikukuhkan sebagai PKP.

Bahwa lebih lanjut secara sederhana dapat Mahkamah
ilustrasikan sebuah contoh apabila pengusaha/wajib pajak baru
resmi dikukuhkan sebagai PKP yang waktunya tidak sama
dengan waktu pengusaha yang bersangkutan telah melakukan
usahanya secara faktual, maka apabila kewajibannya
diberlakukan secara surut, sebagai konsekuensinya perolehan
Pajak Masukan sebelum ditetapkannya sebagai PKP tidak dapat
dikreditkan. Dengan uraian pertimbangan hukum tersebut di
atas, Mahkamah tidak menemukan adanya argumentasi yang
dapat menjadi alasan bahwa dalam ketentuan ini menciptakan
ketidakpastian hukum sebagaimana yang didalilkan Pemohon,
karena norma tersebut telah tegas mengkategorikan “ perolehan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha
dikukuhkan sebagai PKP sebagai pajak masukan yang tidak
dapat dikreditkan”. Dengan demikian dalil Pemohon berkenaan
inkonstitusionalitas norma Pasal 9 ayat (8) huruf a UU 42/2009 a
guo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan norma
Pasal 9 ayat (8) huruf i UU 42/2009 tidak memberikan kepastian
hukum dan keadilan karena PKP telah membayar PPN Masukan
tetapi dia tidak dapat mengkreditkan hanya karena dia lupa
melaporkan di Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai tetapi ditemukan ketika waktu pemeriksaan. Masih menurut
Pemohon, apabila pasal ini diberlakukan, maka Hak PKP untuk
mengkreditkan PPN Masukan dalam pemeriksaan yang berlaku
surut dapat tidak tercapai, karena informasi PPN Masukan
diperoleh ketika proses pemeriksaan. Di samping itu sudah pasti
PKP tersebut sebelumnya tidak melaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai karena pada
waktu berlaku surut itu, PKP tersebut belum dikukuhkan sebagai
PKP jadi dia tidak dapat melaporkan PPN Masukan di Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Terhadap dalil
Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, norma Pasal 9 ayat (8)
huruf i UU 42/2009 sesungguhnya sudah jelas dan berkorelasi
dengan adanya konsekuensi logis dari diberikannya otoritas
wajib pajak sesuai dengan prinsip self assesment, di mana PKP
wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Di samping itu,
kepada PKP juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan
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[3.16]

pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,
sehingga sudah selayaknya jika Pajak Masukan yang tidak
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai tidak dapat dikreditkan. Lebih lanjut, menurut Mahkamah,
kekhawatiran Pemohon mengenai besarnya beban pajak yang
menurut Pemohon tidak adil dan tidak seimbang merupakan hal
yang dapat terjadi dalam ranah implementasi, tidak serta merta
terjadi karena inkonstitusionalitas norma. Andaipun dalil
Pemohon tersebut benar, undang-undang telah menyediakan
instrumen untuk mengajukan keberatan. Sebab, esensi dari
norma Pasal a quo tidak dapat dipisahkan atau berkaitan erat
dengan esensi norma pasal yang diuji sebelumnya, yang pada
hakikatnya pajak yang dapat dikurangkan hanya pajak
pemasukan setelah wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP,
sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan
demikian dalil Pemohon mengenai Pasal 9 ayat (8) huruf i UU
42/2009 menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan
adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa di samping pertimbangan hukum
sebagaimana diuraikan di atas, penting bagi Mahkamah untuk
menegaskan kembali beberapa pertimbangan Mahkamah dalam
memberikan fleksibilitas yang terukur terhadap kebijakan negara
dalam mengatur masalah perpajakan, yaitu antara lain:

Bahwa mengenai kewenangan negara dalam memungut pajak
dan menentukan besaran serta mekanisme pajak, pertimbangan
hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004,
bertanggal 11 Desember 2004, pada pertimbangannya antara
lain menyatakan:

... Menimbang bahwa dan seterusnya dianggap dibacakan.

Lebih lanjut, terhadap kewenangan negara dalam memungut
pajak tersebut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-
XVI/2018, bertanggal 9 Mei 2018, pada pertimbangannya antara
lain menyatakan:

...Bahwa secara doktriner, dan seterusnya juga dianggap
dibacakan.

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-
XVI/2018, bertanggal 23 Mei 2018, juga menyatakan dalam
pertimbangannya antara lain:

...pengenaan pajak, termasuk PBB, tidaklah dapat dan
seterusnya dianggap dibacakan.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut
kewenangan negara untuk memungut pajak adalah kewenangan
yang sah bukan saja karena /egitimate secara doktriner tetapi
terutama karena secara konstitusional memperoleh landasannya
dalam Konstitusi, /n casu Pasal 23A UUD 1945. Perihal tidak
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semua warga negara mampu membayar pajak, hal itu adalah
fakta sosial atau kenyataan empirik, namun kenyataan tersebut
tidak dapat digunakan sebagai dasar argumentasi untuk
menyatakan kewenangan negara memungut pajak bertentangan
dengan UUD 1945. Terhadap fakta tersebut, dengan berpegang
pada kewenangan yang diberikan Pasal 23A UUD 1945 a qguo,
negara berhak melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap
aturan yang berlaku berkaitan dengan teknis dan praktik
penerapan dari undang-undang termasuk besaran dan
mekanisme pemungutan pajak karena adanya kebutuhan untuk
menyesuaikan dengan kondisi yang dinamis.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di
atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak
beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

29. KETUA: ANWAR USMAN
4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di

atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a guo;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua
merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih,
Manahan MP. Sitompul, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede
Palguna, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Desember,
tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang
Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Februari, tahun dua ribu
dua puluh, selesai diucapkan pukul 15.51 WIB, oleh sembilan
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Hakim Konstitusi tersebut di atas kecuali Wahiduddin Adams,
dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 82/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1]Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh: Alamsyah Panggabean.

Selanjutnya disebut sebagai -- --- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah
[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3], [3.4] dianggap dibacakan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat
(1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon
sebagai berikut:

1. Bahwa undang-undang vyang dimohonkan penguijian
konstitusionalitasnya dalam permohonan Pemohon a guo
adalah Pasal 1 angka 2 UU 38/2007, yang selengkapnya
menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 UU 38/2007 dianggap dibacakan.
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2. Bahwa Pemohon dalam pemohonannya mendalilkan selaku
perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan
penduduk asli Padang Lawas yang telah pernah mencalonkan
diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Periode
2019-2024 namun Pemohon tidak lolos menjadi anggota
DPRD Kabupaten Padang Lawas Periode 2019-2024. Dalam
kualifikasinya  tersebut, = Pemohon menganggap hak
konstitusionalnya untuk ikut berpartisipasi dalam membela
negara dan memajukan diri dalam memperjuangkan hak
kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan
negaranya sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (3) dan
Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
menjadi terhalang dengan berlakunya norma a guo.

3. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 dan angka 2 di atas,
menurut  Mahkamah Pemohon benar memiliki  hak
konstitutional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal
28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pertanyaan
berikutnya adalah apakah antara hak konstitusional Pemohon
yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2)
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat atau memiliki
hubungan sebab akibat baik langsung maupun potensial
dengan berlakunya Pasal 1 angka 2 UU 38/2007. Hal itu
penting karena merupakan bagian dari syarat kumulatif dalam
menentukan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum
atau tidak, untuk mengajukan permohonan pengujian
undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana
yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang
disebutkan dalam Paragraf [3.4] di atas.

4. Bahwa Pasal 1 angka 2 UU 38/2007 merupakan ketentuan
yang mengatur mengenai pengertian daerah otonom.
Pengertian tersebut menjadi landasan dari pasal-pasal
berikutnya yang diatur dalam UU 38/2007. Apabila
dihubungkan dengan hak konstitusional Pemohon yang
ditentukan dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2),
Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang
Dasar Tahun 1945, tidak terdapat hubungan sebab akibat
antara anggapan adanya kerugian hak konstitusional
Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28C
ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 dengan norma & guo. Sebab,
ketidaklolosan Pemohon menjadi anggota DPRD Kabupaten
Padang Lawas Periode 2019-2024 tidak ada korelasinya
dengan berlakunya pengertian daerah otonom sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 UU 38/2007 karena norma
a quo hanya mengatur pengertian daerah otonom yang
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[3.6]

selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Apabila dicermati adressat
ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 38/2007 tidak ditujukan kepada
orang-perorang melainkan kepada Pemerintahan Daerah,
yaitu (Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Padang
Lawas). Sehingga, kekhawatiran Pemohon dalam menjelaskan
anggapan kerugian hak konstitusional karena merasa tidak
dapat berperan aktif menyampaikan aspirasinya untuk
membangun Kabupaten Padang Lawas selaku daerah otonom
tidaklah berkorelasi dengan norma a guo. Dengan demikian,
tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon selaku
perseorangan wardga negara Indonesia dengan berlakunya
pengertian otonomi daerah dalam ketentuan Pasal 1 angka 2
UuU 38/2007.

5. Bahwa apabila diperiksa secara lebih saksama, hal yang
dipersoalkan oleh Pemohon sesungguhnya tidak berkait
dengan konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2 UU 38/2007
melainkan persoalan kontestasi dalam pemilihan calon
anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Periode 2019-2024
di mana Pemohon tidak lolos menjadi anggota DPRD
Kabupaten Padang Lawas Periode 2019-2024 yang kemudian
dijadikan dasar oleh Pemohon memiliki kedudukan hukum
sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang di
Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut
Mahkamah, meskipun Pemohon adalan perseorangan warga
negara Indonesia sebagaimana diuraikan dalam permohonannya
namun Pemohon tidak mengalami kerugian baik secara langsung
maupun tidak langsung dengan berlakunya norma a quo serta
tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan
kerugian hak konstitusional Pemohon yang spesifik dengan
berlakunya norma a guo. Dengan demikian, menurut Mahkamah,
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam permohonan a guo.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas,

walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan

Pemohon, namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

untuk mengajukan permohonan, sehingga pokok permohonan

Pemohon tidak dipertimbangkan.
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31.

KETUA: ANWAR USMAN
4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a guo,
[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a guo;
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin
Adams, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Daniel
Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis,
tanggal enam belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Februari,
tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 15.58 WIB, oleh
sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, kecuali Wahiduddin Adames,
dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 4/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
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32.

[1.2]

Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Penetina Cani Cesya Kogoya

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Oktober 2019,
diwakili oleh Habel Rumbiak, S.H., SpN. dan Ivan Robert
Kairupan, S.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai - Pemohon;
Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA
Dan seterusnya, dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.
Kedudukan Hukum Pemohon, [3.3] sampai dengan [3.5] dianggap
dibacakan.

[3.6]

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
Permohonan a guo dan Pemohon mewakili ... memiliki kedudukan
hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a
guo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7]

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas

bersyarat kata “diangkat” pada Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001,

Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana

selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang

pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa menurut Pemohon, pengangkatan anggota DPRP dan
DPRPB yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan
tindakan penyimpangan terhadap demokrasi yang telah dianut
dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, menegasikan prinsip
kedaulatan rakyat, menciptakan diskriminasi, ketidakadilan, dan
berpotensi menimbulkan konflik;

b. Bahwa menurut Pemohon, pengangkatan anggota DPRP,
menimbulkan konflik, sehingga Gubernur Provinsi Papua
menghendaki agar anggota DPRP yang diangkat yang berasal
dari periode tahun 2014-2019 diteruskan saja untuk periode
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2019-2024. Meski ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri,

keinginan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk

melakukan penyimpangan terhadap demokrasi yang telah
dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Begitu pula,

upaya menyimpangi praktik demokrasi tersebut pun terjadi di

DPRPB, di mana salah seorang Ketua Majelis Rakyat Papua

Provinsi Papua Barat ditunjuk dan menjadi anggota Panitia

Seleksi (Pansel);

c. Bahwa menurut Pemohon, kekacauan dalam mekanisme
“pengangkatan” anggota DPR Provinsi di Papua dan Papua
Barat yang ditentukan oleh Perdasus, baik Perdasus Papua
maupun Perdasus Papua Barat menunjukkan adanya proses
rekrutmen yang tidak fair dan tidak demokratis, sehingga
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan asas-asas atau prinsip-prinsip Pemilu yang
“langsung”, “umum”, “bebas”, “rahasia”, “jujur”’, dan “adil”
yang menjamin hak konstitusional masyarakat adat asli orang
Papua.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda
bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 (sebagaimana selengkapnya
termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a guo telah jelas,
Mahkamah berpendapat tidak terdapat wurgensi maupun
kebutuhan  untuk  mendengar  keterangan  pihak-pihak
sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10]Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa
dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang
diajukan, masalah konstitusional dalam Permohonan a guo adalah
berkenaan dengan kata “diangkat” dalam Pasal 6 ayat (2) UU
21/2001;

Untuk menjawab masalah konstitusional di atas, terlebih dahulu

Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan,
“"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi
atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan
daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Begitu
pula, Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan,
“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten,
dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan”. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (3) UUD
1945 menyatakan, “Pemerintahan daerah provinsi,
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[3.10.2]

[3.10.3]

daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya
dipilih melalui pemilihan umum?”. Selain itu, Pasal 18B
ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara mengakui
dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang
diatur dengan undang-undang”. Salah  satu
pemerintahan  daerah yang bersifat  khusus
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18B ayat (1)
UUD 1945 tersebut adalah Provinsi Papua atau Papua
Barat ... Provinsi Papua Barat;
Bahwa status bersifat khusus untuk Provinsi Papua
didasarkan kepada Bab IV huruf g angka 2 Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999
tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-
2004, yang menyatakan mempertahankan integrasi
bangsa dalam wadah NKRI dengan tetap menghargai
kesetaraan dan keragaman sosial budaya, masyarakat
Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus
yang diatur dengan undang-undang;

Bahwa selanjutnya, dalam Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000

tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam
Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lain
menekankan tentang pentingnya segera

merealisasikan Otonomi Khusus melalui penetapan
suatu undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi
Irian Jaya dengan memerhatikan aspirasi masyarakat.

[3.10.4] Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 18B ayat (2)

UUD 1945 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Nomor IV/MPR/1999 dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000
sebagaimana dikemukakan dalam Sub-Paragraf
[3.10.2] dan Sub-Paragraf [3.10.3] telah
diberlakukan UU 21/2001 yang di dalam salah satu
substansinya mengatur perihal DPRP sebagai salah
satu bentuk kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi
Papua. Dalam hal ini, Pasal 5 ayat (1) UU 21/2001
menyatakan, “Pemerintahan Daerah Provinsi Papua
terdiri atas DPRP sebagai badan legislatif, dan
Pemerintah  Provinsi sebagai badan eksekutif”.
Berkenaan dengan DPRP, Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001
menyatakan, “DPRP terdiri atas anggota yang dipilih
dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-
undangan”;
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[3.10.5] Bahwa berkenaan dengan frasa “berdasarkan
peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 6 ayat
(2) UU 21/2001 a guo, dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009, tertanggal 1
Februari 2010, Mahkamah mempertimbangkan
sebagai berikut:

[3.19]Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di

atas, meskipun dalil-dalil para Pemohon beralasan hukum namun
keberadaan pasal a qguo tidak dapat secara serta-merta
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, karena hal demikian dapat
menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, menurut
Mahkamah Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 sepanjang frasa
“berdasarkan peraturan perundang-undangan” harus dinyatakan
inkonstitusional kecuali frasa “berdasarkan peraturan perundang-
undangan” dalam pasal @ guo diartikan “berdasarkan Peraturan
Daerah Khusus”, karena jika tidak demikian dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945.
Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah a guo, tata
cara pengisian keanggotaan DPRP melalui mekanisme
pengangkatan telah diatur dengan Peraturan Daerah Khusus,
misalnya Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 9 Tahun
2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Papua yang Ditetapkan Melalui Mekanisme
Pengangkatan Periode 2019-2024 dan Peraturan Daerah Khusus
Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat
Melalui Mekanisme Pengangkatan;

[3.11]Menimbang bahwa setelah Mahkamah menguraikan hal tersebut,
selanjutnya  Mahkamah akan  mempertimbangkan  dalil
Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan kata “diangkat” pada Pasal 6 ayat
(2) UU 21/2001 berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 dan
merugikan hak konstitusional masyarakat Papua, khususnya
Pemohon, yang memiliki hak kedudukan yang sama dalam hukum
dan pemerintahan. Selain itu menurut Pemohon pemilihan
Anggota DPR Provinsi di Papua yang dilakukan melalui mekanisme
pengangkatan sebagaimana ditentukan dalam Perdasus yang
merupakan pelaksana dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001
mengurangi hak-hak konstitusional masyarakat Papua, sehingga
Pasal a guo bertentangan dengan UUD 1945;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah
pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat
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Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam
kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas berarti pula
tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua
untuk menyelenggarakan pemerintahan, termasuk dalam
penentuan wakil-wakil rakyat Papua dalam Pemilu yang
diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan tersebut berarti pula kewenangan untuk
memberdayakan masyarakat Papua, termasuk memberikan peran
yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil
adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah
ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi
pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan
keragaman kehidupan masyarakat Papua. Selain itu penjabaran
dan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi dan Kabupaten/Kota
dilakukan secara proporsional sesuai dengan jiwa dan semangat
berbangsa dan bernegara yang hidup dalam niiai-nilai luhur
masyarakat Papua, yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus
dan Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah Khusus
dan/atau Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Daerah
yang tidak boleh mengesampingkan peraturan perundang-
undangan lain yang ada, termasuk dalam hal pemilihan dan
pengangkatan Anggota DPR Provinsi Papua;

33. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.12]Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “diangkat” pada
Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 bertentangan dengan UUD 1945
karena mekanisme pengangkatan yang diatur dalam Perdasus
dilakukan tidak adil. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan,
pengangkatan anggota DPRP dan DPRPB yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan
tindakan penyimpangan terhadap demokrasi yang
telah dianut dalam sistem ketatanegaraan di
Indonesia, menegasikan prinsip kedaulatan rakyat,
menciptakan  diskriminasi, ketidakadilan,  dan
berpotensi menimbulkan konflik.

Berkenaan dengan dalil dimaksud, Mahkamah perlu
menjelaskan bahwa kata “diangkat” dalam Pasal 6
ayat (2) UU 21/2001 yang menyatakan, “DPRP terdiri
atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan
peraturan perundang-undangan”, apabila diletakkan
dalam status otonomi khusus yang diberikan pada
Papua (termasuk Papua Barat sebagaimana diatur
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[3.12.2]

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-
Undang) adalah bagian dari pengakuan negara
terhadap bentuk kekhususan daerah ini dalam bingkai
NKRI. Pengakuan demikian sesuai dengan Penjelasan
Umum UU 21/2001 yang menyatakan:

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan seterusnya
dianggap dibacakan.

Merujuk Penjelasan Umum dimaksud, pengisian
Anggota DPRP melalui mekanisme “pengangkatan”
sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001
merupakan bagian dari upaya memberikan peran dan
pengakuan yang lebih besar kepada orang asli Papua
dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk
dalam perumusan kebijakan di lembaga perwakilan, /n
casu, DPRP dan DPRPB;

Jikalau upaya memberikan peran dan pengakuan
lebih besar melalui mekanisme pengangkatan tersebut
diubah atau dimaknai “dipilih oleh masyarakat asli
Papua”, sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon,
menurut Mahkamah tidak sejalan dengan semangat
otonomi khusus sebagaimana diamanatkan UUD
1945;

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon
yang menyatakan pengangkatan anggota DPRP,
menimbulkan konflik, namun Gubernur Provinsi Papua
menghendaki agar anggota DPRP yang diangkat yang
berasal dari periode tahun 2014-2019 diteruskan saja
untuk periode 2019-2024, sehingga meski ditolak oleh
Kementerian Dalam Negeri, keinginan tersebut
menunjukkan adanya wupaya untuk melakukan
penyimpangan terhadap demokrasi yang telah dianut
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Begitu pula,
upaya menyimpangi praktik demokrasi tersebut pun
terjadi di DPRPB, di mana salah seorang Ketua Majelis
Rakyat Papua Provinsi Papua Barat ditunjuk dan
menjadi anggota Panitia Seleksi;

Berkenaan dengan dalil tersebut, bahwa mekanisme
pengangkatan dinilai telah menimbulkan konflik,
menurut Mahkamah, seandainya adalah benar bahwa
pengisian Anggota DPRP melalui mekanisme
pengangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat
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[3.12.3]

(2) UU 21/2001 telah menimbulkan konflik, hal
demikian bukanlah merupakan persoalan
konstitusionalitas norma a guo, melainkan merupakan
penerapan atau implementasi norma;

Berkenaan dengan penerapan atau implementasi
norma tersebut, kekhususan dalam pengisian Anggota
DPR Provinsi, baik Provinsi Papua maupun Provinsi
Papua Barat, melalui mekanisme pengangkatan yang
dipilih oleh Panitia Seleksi merupakan upaya
demokratis dalam pengisian anggota DPRP melalui
mekanisme pengangkatan. Menurut Mahkamah,
jikalau  terdapat masalah, misalnya dengan
keberadaan anggota Pansel yang mempunyai
“tendensi atau kecenderungan memiliki kedekatan
dengan partai politik”, hal demikian tidak terkait
dengan konstitusionalitas kata “diangkat” dalam Pasal
6 ayat (2) UU 21/2001. Bahkan, sebagai implementasi
dari Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 sesuai dengan
pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor
116/PUU-VII/2009, pengaturan perihal komposisi
keanggotaan Panitia Seleksi dapat disesuaikan tanpa
perlu mempersoalkan konstitusionalitas kata
“diangkat” dalam norma Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001,
misalnya dengan memperhatikan “keterwakilan
perempuan” dan juga memperhatikan “keterwakilan
masyarakat adat” sesuai dengan “wilayah adat” di
Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat. Begitu
pula untuk menjauhkan dari “tendensi atau
kecenderungan memiliki kedekatan dengan partai
politik”, anggota Panitia Seleksi tidak berasal dari
unsur yang dapat dinilai berasal dari partai politik;
Bahwa lebih jauh berkenaan dengan dalil Pemohon
yang menyatakan kekacauan dalam mekanisme
“pengangkatan” anggota DPR Provinsi yang
ditentukan oleh Perdasus, baik Perdasus Papua
maupun Perdasus Papua Barat menunjukkan adanya
proses rekrutmen vyang tidak fair dan tidak
demokratis, sehingga bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas
atau prinsip-prinsip Pemilu yang “langsung”, “umum”,
“bebas”, “rahasia”, “jujur”, dan “adil” yang menjamin
hak konstitusional masyarakat adat asli orang Papua.
Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, sebagai
bagian dari desain otonomi khusus Papua, keberadaan
Perdasus merupakan karakteristik yang diberikan oleh
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UU 21/2001. Dalam hal ini, perihal substansi atau
materi Perdasus bukanlah kewenangan Mahkamah
untuk menilainya. Sementara itu, penilaian atau dalil
yang mengatakan pengisian anggota DPRP dan
DPRPB melalui mekanisme pengangkatan
bertentangan dengan prinsip-prinsip Pemilu yang
“langsung”, “umum”, “bebas”, “rahasia”, “jujur”, dan
“adil”, merupakan ... menurut ... saya ulangi, menurut
Mahkamah tidaklah tepat digunakan untuk menilai
konstitusionalitas kata “diangkat” dalam norma Pasal
6 ayat (2) UU 21/2001. Karena, mekanisme
pengangkatan memang tidak dimaksudkan
penyelenggaraannya dilaksanakan melalui proses
pemilihan langsung sebagaimana dimaksudkan dalam
Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Apalagi Pasal 6 ayat (2)
UU 21/2001 merupakan affirmative action terhadap
masyarakat asli Papua dalam lembaga perwakilan di
daerah, baik DPRP maupun DPRPB, dalam rangka
mengambil peran ... mengambil peran kebijakan
pemerintah Provinsi, baik Provinsi Papua maupun
Provinsi Papua Barat;
Selain pertimbangan tersebut, perlu Mahkamah
tegaskan, pengisian lembaga perwakilan melalui
mekanisme pengangkatan yang dimaksudkan untuk
memberikan kesempatan kepada kelompok tertentu
dalam masyarakat agar dapat dipastikan mereka
memiliki wakil di lembaga perwakilan, mekanisme
pengangkatan memang tidak sama dengan cara
pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Apabila diletakkan dalam konteks otonomi khusus
Papua, mekanisme tersebut adalah merupakan wujud
dari kekhususan Papua dan Papua Barat dan sekaligus
untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada
orang asli Papua duduk di DPRP dan DPRPB. Jikalau
logika Pemohon diikuti, kata “diangkat” dimaknai
menjadi “dipilih oleh masyarakat asli Papua”, selain
mengurangi karakter kekhususan Papua dan Papua
Barat dalam bingkai NKRI, tindakan tersebut dapat
mengurangi peluang orang asli Papua menjadi
anggota DPRP dan DPRPB;
[3.13]Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di
atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak
beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
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34.

KETUA: ANWAR USMAN
4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas,
Mahkamah berkesimpulan:[4.1] Mahkamah  berwenang  mengadili
permohonan Pemohon;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

Permohonan a quo;

[4.3] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin
Adams, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic
P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal
sebelas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Februari, tahun dua ribu dua
puluh, selesai diucapkan pukul 16.21 WIB, oleh delapan Hakim
Konstitusi tersebut di atas, kecuali Wahiduddin Adams, dengan dibantu
oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.
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Pengucapan putusan telah selesai. Salinan putusan bisa diambil di
lantai 4, setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian sidang selesai dan
ditutup

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.20 WIB

Jakarta, 26 Februari 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
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